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 “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEMILIK TANAH ABSENTEE YANG DIPEROLEH DARI JUAL BELI DI 

BAWAH TANGAN DI DESA GAJAH KECAMATAN NGORO 

KABUPATEN JOMBANG” 

ABSTRAK 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris maksud dari yuridis empiris adalah pendekatan dengan 

memperhatikan dan menganalisis suatu kenyataan hukum yang terjadi dalam 

masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk 

perlindungan terhadap pemilik tanah Absentee yang diperoleh dari jual beli di 

bawah tangan di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, dan sumber 

data diperoleh dari Kepala Dusun Desa Gajah dan beberapa staff di Kantor Desa 

Gajah, serta beberapa pemilik tanah Absentee di Desa Gajah. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli dibawah 

tangan tanah Absentee ini memiliki hambatan yaitu mengenai peralihan hak atas 

tanah, peralihan hak tersebut tidak dapat dilakukan karena akta jual beli tidak 

dibuat dihadapan PPAT, maka dari itu pemohon peralihan  hal diwajibkan 

membuat kembali akta jual beli di PPAT agar dapat didaftarkan peralihhan 

haknya. Selain itu keabsahan akta jual beli dibawah tangan dalam kasus ini juga 

masih menjadi polemik,  Menurut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ini tidak 

memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu dikarenakan suatu sebab yang 

halal, maka dari itu itu jual beli dibawah tangan atas tanah Absentee ini tidak sah 

menurut aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah 

Absentee yang diperoleh dari hasil jual beli dibawah tangan di Desa Gajah 

Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum 

secara preventif dan represif. Secara preventif yaitu dilakukan oleh pemerintah 

dengan mengeluarkan PP Nomor 224 Tahun 1964 serta melakukan penyuluhan, 

dan secara represif yaitu biasanya ditempuh dengan jalur non litigasi yaitu 

mediasi, apabila tidak menemukan titik terang maka para pihak dapat menempuh 

jalur litigasi di Pengadilan.  

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Absentee, Perjanjian dibawah 

tangan. 
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Abtract 

In writing this thesis, the writer used the empirical juridical research method. The 

meaning of empirical juridical is an approach to observing and analyzing legal reality 

in society. The aim of this study is to find out the form of protection for Absentee 

land-owners obtained from sale and purchase privately in Gajah Village, Kecamatan 

Ngoro, Jombang Regency. The source of data was obtained from the Head of Gajah 

Village and some staff in the Gajah Village Office, as well as several Absentee land-

owners in Gajah Village. From this study, it can be concluded that the sale and 

purchase agreement privately of Absentee land has constraints concerning the transfer 

of land rights. The right transfer cannot be carried out because the sale and purchase 

agreement was not made by PPAT (Land Deed Official). Therefore, the applicant for 

the right transfer is required to remake the sale and purchase agreement at PPAT so 

that transfer of rights can be registered. Moreover, the validity of the sale and 

purchase agreement privately, in this case, is also still a polemic. According to Article 

1320 of the Civil Code, it does not fulfill one of the conditions for the validity of 

agreement for a lawful reason so the sale and purchase privately of Absentee land is 

not valid according to applicable regulations. There are 2 (two) legal protections for 

Absentee land-owners obtained from sale and purchase privately in Gajah Village, 

Kecamatan Ngoro, Jombang Regency, and preventive and repressive legal 

protections. Preventively, it is carried out by the government by issuing Government 

Regulations Number 224 of 1964 and conducting socialization. Repressively, it is 

usually taken by non-litigation, which is mediation. If the solution is not found, the 

parties can take litigation in Court. 
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